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DESKRIPSI TENTANG ALASAN PERCERAIAN DALAM HUKUM
ISLAM, KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG

HUKUM PERDATA

A. Pengertian Perceraian
Pengertian Perceraian menurut bahasa Indonesiati bgpsal
dari kata dasarcerai’ yang memiliki arti pisah, kemudian mendapat
awalan “per” dan akhiran “an”, yang berfungsi sebgmgembentuk kata
benda abstrak, sehingga menjadi “Perceraian”, yaegarti proses
putusnya hubungan suami istrSedangkan menurut bahaseh-thalaq
(Perceraian) berasal dari katal-ithlaq yang berarti melepaskan atau

meninggalkarf.

Imam Syafi'i dalam bukuny&ifayatul Ahyarmengatakan bahwa

pengertian talak menurut bahasa
LYl > axlll 3 L)

Artinya: “ Talak menurut bahasa adalah melepaskatai.”

Adapun talak menurut istilah adalah sebagai berikut

Menurut Abdurrahman al-jaziri, talak adalah

' Anton.A.Moeliono, et.alkamus Besar Bahasa Indonesiakarta: Balai Pustaka, 1996,
him. 163.

? Slamet AbidinFigih Munakahat 11,Bandung: Pustaka Setia, 1999, him. 9.

* Syafi'i, Kitab Kifayatul Ahyar juz Il, Bandung: Syirkah al-Muarib Lithob’l Anngar,
t.th, him. 84.
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Artinya: “Menghilangkan suatu hubungan perkawinaauahilangnya
akad sehingga istri tidak lagi halal baginya sétéia”
Menurut istilah, talak adalah melepaskan ikatamigahan dan

mengakhiri hubungan suami istri.

Perceraian bisa juga diartikan sebagai suatu camg gah untuk
mengakhiri suatu perkawinan. Dalam Kompilasi Hukislam pengertian
talak terdapat dalam Pasal 117 yang menyatakahalak adalah ikrar
suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang hesgiah satu sebab
terjadinya perceraiar?’. Sedangkan menurut KUH Perdata perceraian
adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suahab saengan
keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu @iteakkedua belah pihak

dalam perkawinah.

Berdasarkan beberapa pengertian dan pendapatdnadéa dapat
disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perceraiatala pelepasan
ikatan perkawinan antara suami dan istri denganggemakan katéalak

dan semacamnya yang menghilangkan kehalalan hubsogani istri.

* Abdurrahman al-jaziriKitab al Figh ‘ala Madzahib al ‘Arba’ah juz IV, Mesir:
Maktabah al-Tijariyah, t.th, him. 278.

> Sayyid SabigFighus Sunnahditerjemakan oleh, M. Ali Nursyidi, Jakarta: Peandi
Aksara, 2009, cet-ke 1, him, 3.

® Depag RIKompilasi Hukum IslamJakarta: Direktorat Jendral Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam, 2000, him. 57.

" KUH Perdata pasal 208
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B. Alasan Perceraian
Perkawinan disyari'atkan oleh Islam untuk mengtalal
hubungan antara laki-laki dan perempuan. Islamhtefensyari’atkan
cara-cara yang dapat menjamin berjalannya hubuhkgamarga secara
stabil. Islam memerintahkan berbuat baik terhadagbuakga, sabar
menghadapi kekurangan-kekurangan antara suami-tstrisikap kasih

sayang, lemah-lembut, dan sebagaihya.

Islam dengan seksama memperhatikan kenyataan éalaidupan
manusia karena tidak semua manusia mau berpegaggrdsyri’at ini.
Banyak orang yang berjiwa jahat dan bersifat buliiktuk menghindari
perilaku suami yang merugikan istri atau sebalikiglam menyediakan
aturan thalag. Dalam hal ini Allah befirman dalaft-Qur'an Surat An-
Nisa’ ayat 130 yang berbunyi:

+ 763 &KILSORO o +L@XIHA4I60 HNOST
¢ LX< &0 OO0 IADIAR TITPHYE HAX-SE
G TOORERO ao ODQROOGD + S0
Artinya: “jika keduanya bercerai, Maka Allah akan membkecukupan
kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Ngan

adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bigana”.
(QS. An-Nisa’: 130)

8 Muhammad ThalibManajemen Keluarga Sakinafpgyakarta: Pro-U, Cet-ke 2, 2008,
him. 48.

° Departemen Agama RAI-Quran Dan Terjemahanny&emarang: Toha Putra, Edisi
Revisi, 1989, him. 144,
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Thalaq merupakan jalan penyelesaian terakhir dar@enghadapi
kesulitan dan problem yang menimpa suami-tStrKetentuan thalaq
adalah bukti dari keadilan syari'at Islam. Dengdraldag ini dapat
dicegahnya kezaliman yang menimpa suami maupurd&gam kehidupan
berumah tangga. Di samping Islam memberikan hdkdheepada suami,
islam juga memberikan hak kepada istri untuk meutupéerceraian dari

suaminya yang disebut dengamulu’**

Sekalipun Islam membenarkan thalaqg sebagai atuaag gejalan

dengan fitrah, Islam juga mengingatkan hal-hal gablaerikut*?

a. Thalag dianggap sebagai perbuatan yang di murkeh cAllah
sekalipun halal. Begitu juga istri yang menuntutrcpeaian dari
suaminya.

b. Bila istri bersikap tidak baik kepada suaminya, dedbah suami
memberinya nasihat dan memberi tempo kepada istukumengubah
perilakunya. Jika tidak berhasil, suami diperbolehknemberi pukulan
ringan tanpa menyakiti badannya.

c. Mengangkat orang ketiga sebagai penasihat ataugol@n dari
keluarganya untuk menjadi penengah untuk menyékasgpertikaian

dan perselisihan mereka.

'° Djoko Prakoso dan | Ketut MurtikaAzas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia
Jakarta: Bina Aksara, Cet-ke 1, 1987, him. 178.

" Khulu' berasal dari pokok katdala’ artinya menjabut, menanggalkan. Menurut istilah
ilmu fikih khulu’ adalah hak kaum perempuan untu&minta bercerai dari suaminya. Jadi khulu’
dapat dipahami mencabut atau menanggalkan suatungab perkawinan.

2 Nadimah Tandjungslam dan Perkawinanlakarta: Bulan Bintang, t.th, him. 124.
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d. Islam menerapkan adanya masa iddah bagi peremmran bercerai
dari suaminya dan suami dilarang menceraikan jgtripada masa
haidh. Aturan ini dimaksudkan agar suami tidak dseggesa
mengambil keputusan bercerai. Bahkan bila suami gyan
menceraikannya, istri tetap punya hak tinggal dabnsuami dan
mendapatkan nafkah penuh selama masa iddah. Hdinraksudkan
untuk memberi peluang kepada kedua belah pihak nuegkan
perbuatannya dan melakukan perbaikan terhadapakemnya masing-
masing.

e. Islam menetapkan aturan thalag yang dapat dilakidadorerapa kali.
Suami dibenarkan melakukan thalag dua kali. Makgaduami dapat
merujuk istrinya dalam dua kali thalag dalam maktaih. Bila suami
telah menthalag tiga kali, ia tidak diperbolehkaembali kepada
istrinya sebelum istrinya kawin dengan laki-lakinlalalu bercerai
dengan cara yang benar.

Bila cara-cara tersebut tidak berhasil memperbagkilaku suami
maupun istri dan mereka tidak dapat menegakkararaturmah tangga
secara Islam, thalag merupakan jalan keluar saiumga bagi mereka
keluar dari kemelut® Demikianlah sebab Islam tidak membenarkan
adanya peluang untuk berbuat zina, pengkhianatanteshadap suami
atau sebaliknya, perselingkuhan suami atau istrajalelanya kerusakan

akhlak, dan perbuatan-perbuatan fasik.

B Satria Efendi M zeinProblematika Hukum Keluarga Islam Kontempordakarta:
Kencana, Cet-ke 2, 2005, him. 51.
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Sedangkan menurut hukum Perdata, perceraian hapg térjadi
berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan Undafajigndan harus
dilakukan di depan sidang PengaditAinDalam kaitan ini ada dua
pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah “butyar perkawinan” dan

“perceraian”.

Perceraian adalah salah satu sebab dari bubarayapatusnya
perkawinan. Dalam pasal 199 Kitab Undang-undanguduRerdata (BW)
disebutkan Perkawinan dapat bubar karena (1) kamatilah satu pihak,
(2) keadaan tidak hadirnya suami atau istri seld@aTahun diikuti
perkawinan baru si istri atau suami setelah mendapadari Hakim, (3)
karena putusan hakim setelah adanya perpisahandaejaanjang, serta
pembuktian bubarnya perkawinan dalam register aatatipil, (4).
Perceraian. Sedangkan perceraian yang menjadi dasdarnya
perkawinan adalah perceraian yang tidak didahukh perpisahan meja
dan ranjang. Tentang hal ini ditentukan dalam pasal Kitab Undang-
undang Hukum Perdata yaitu (1) Zina baik yang dikak oleh suami atau
isteri, (2) Meningggalkan tempat tinggal bersamagd® sengaja, (3)
Suami atau isteri dihukum selama 5 tahun penjasu &bih yang
dijatuhkan setelah perkawinan dilaksanakan, (4)albabkatu pihak
melakukan penganiyaan berat yang membahayakan pilak Ilain

(suami/isteri). Lebih lanjut dalam pasal 208 KUHrdaa bahwa

“Yahya HarahapKedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agada&karta: Sinar
Grafika, Cet-ke 2, 2003, him. 215.
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perceraian tidak dapat dilaksanakan berdasarkan pesetujuan antara

suami dan isteri®

Dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 197tangn
Perkawinan disebutkan bahwa putusnya perkawinaatdegadi karena
salah satu pihak meninggal dunia, karena perceaankarena adanya
putusan pengadilan. Kemudian dalam pasal 39 ayatit@htukan bahwa
untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasanaydara suami istri
tidak akan hidup sebagai suami istri. Ketentuardipertegas lagi dalam
penjelasan pasal 39 ayat (2) tersebut dan pas&eifturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 yang mana disebutkan bahwaralgsag dapat

dipergunakan untuk melaksanakan perceraian adalah:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemdalat lain
sebagainya yang sukar disembuhkan.

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dapa alasan yang
sah atau karena hal lain diluar kemauannya.

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tataun haukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganilgarat yang

membahayakan pihak lain.

' SolahudinKuhp, Kuhap,Kuhpdtjakarta: Visimedia, 2008, him. 258.
' Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia danoimesiaBandung:
Remaja Rosdakarya, Cet-ke 1, 1991, him. 195.
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e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakiy
menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannpagse suami
isteri.

f. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perdeisidan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalamah tangga.

Alasan perceraian ini adalah sama seperti yanghetsdalam
pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan penambabanagat yaitu:(a)
suami melanggar taklik talak dan (b) peralihan agatau murtad yang

menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rutaiadpga.

Pada umumnya alasan-alasan di atas adalah alasamayang
sering digunakan oleh seseorang untuk mengajukarmgb®nan
perceraian, akan tetapi pada hakekatnya seseorang mengajukan
permohonan perceraian sudahlah pasti orang terssbdah tidak
menemukan lagi adanya ketenteraman dan keharmonisana
kebahagiaan dalam rumah tangganya, sehingga tpged@winan yaitu
untuk membentuk rumah tangga yang bahagakinah mawadah

warohmahtidak dapat terwujud lagi.

Perceraian menurut garis hukum apapun dan dalatakbapapun
hanya boleh dipergunakan sebagai jalan terakhisudsdn usaha

perdamaian telah dilakukan sedemikian rupa sehitiggk ada jalan lain
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kecuali hanya perceraian itu. Perceraian hanyagsehay outatau pintu

darurat semata-mata.

C. Dasar Hukum Perceraian
Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi ukint
dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tagikmemberi rasa
damai terhadap pasangan suami istri, maka Islangat@ntata cara untuk
menyelesaikan keadaan seperti itu yang disebut adenglak atau

perceraian.

Dasar hukum perceraian dapat ditemui dalam Al-Qurisaupun
dalam Hadis. Dasar hukum perceraian dalam Al-Qut&adapat dalam
surat At-Talak ayat 1:

FONO P CHOCWwWa I o O& @08k Oed
O  BOQYHE We I O €E=QxEC

PREEIHT00NDINwW  OIIDLL>VY &+
B E000N D e i BXLOOGOOMeO

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteterimu Maka
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu meregatdenenghadapi)
iddahnya (yang wajarXQS. At-Talak: 1}

Kemudian dalam Hadist Nabi diterangkan pula mengbaokum
perceraian, yaitu dalam Hadist yang diriwayatkam ldaam Abu dan lbnu

Majah,

' M.Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian Di Indonesidakarta: Ghalia Indonesia,
1982, him. 120.
'® Departemen Agama R@p. Cit him. 945.
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ale oply 3913 of olg, DI A0l

Dari Ibn Umar ra. Berkata: Rasulullah Saw. Bersaligarbuatan halal
yang dibenci Allah adalah talak(HR. Abu dawud dan Ibn Majat?)

Para ahli figih berbeda pendapat mengenai hukumepsan ini.
Pendapat yang paling benar di antara semua itty yang mengatakan
“terlarang”, kecuali karena alasan yang benar. Hal diungkapkan
golongan Hanafi dan Hambali. Sedangkan golongankidéirmenjelaskan

mengenai hukum-hukumalak, sebagaimana berikut iff:

1) Thalag Wajib, yaitu thalag yang dijatuhkan oleh pihalhakam
(penengah) karena perpecahan antara suami istyistaaah berat, dan
menurut hukum ini merupakan jalan satu-satunya.

2) Thalag Haram, yaituthalaq tanpa alasan. Diharamkan menimbulkan
madharatantara suami dan istri, dan tidak adanya kemaslahgng
mau dicapai dengan perbuathalaya itu.

3) Thalag Sunnah, yaitu dikarenakan istri mengabaikan kewaajilya
kepada Allah seperti shalat dan sebagainya, padabhaii tidak mampu
memaksanya agar istri menjalankan kewajibannyaehets atau istri

buang rasa malunya.

9 Abdul Rosyad SiddigTerjemahan Lengkap Bulughul Marodgkarta: Akbar Media
Eka Sarana, Cet-ke 2, 2009, him. 487.

22 M. Thalib, Perkawinan Menurut Islam, Surabaya: iilas, Cet-ke 2, 1993, him. 99-
101.
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4) Talak Mubah, karena adanya suatu sebab istri tidak dapajaga diri
dan harta suaminya dikala tidak ada suaminya asaenk istri tidak
baik akhlak dan budipekertinya.
5) Talak Makruh, yakni talak yang dijatuhkan oleh suami dagp istri
yang saleh atau yang berbudi mulia.
Secara tersirat, dasar hukum perceraian juga terdigpam Pasal
38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 197dtai@
Perkawinarjuncto Pasal 113 sampai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia. Pasal 38 Undang-undang NomdaHun 1974 telah

memberikan ketentuan sebagai berikut :

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraan, atas
putusan Pengadilan.

Dalam Pasal 39 selanjutnya menyatakan sebagauberik

1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidangddéan setelah
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidakhadier
mendamaikan kedua belah pihak.

2) Untuk melaksanakan perceraian, harus ada cukupralaahwa antara
suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagami istri.

3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadiléur dialam peraturan

perundang-undangan itu sendiri.

Ketentuan di atas tidak jauh berbeda dengan ketengang
terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, yang meneamulsebagai

berikut:



31

Perkawinan dapat putus karena :
1) Kematian.
2) Perceraian.
3) Putusan Pengadilan.

Dalam Pasal 114uncto Pasal 146 Kompilasi Hukum Islam :
“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena pémcedapat terjadi
karenatalak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Kompilasiuhiuk
Islam di dalam Pasal 129 sampai dengan Pasal 1gk dikemukakan

mengenai tata cara perceraian. Berikut adalah lasajenyd™

Seorang suami yang akan menjatuhkafek kepada istrinya
mengajukan permohonan, baik lisan maupun tertidjzalla Pengadilan
Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disedangan alasan serta

meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolakopenan
tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapamntdimpaya hukum

banding dan kasasi.

Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari gheonan,
dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluhrhamanggil pemohon
dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang aegalsuatu yang
berhubungan dengan maksud menjatuhkalak Setelah Pengadilan

Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pilzaktdrnyata cukup

! Depag RIKompilasi Hukum Islam, op.citJm. 60-66.
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alasan untuk menjatuhkaalak serta yang bersangkutan tidak mungkin
lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilannfeganenjatuhkan

keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrealak

Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetapmis
mengikrarkantalaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh
istri atau kuasanya. Bila suami tidak mengucapHKaar italak dalam
tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pdagadlgama tentang
izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukwuang/tetap, maka hak
suami untuk mengikrarkatalak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
Setelah sidang penyaksian ikréalak, Pengadilan Agama membuat
penetapan tentang terjadintaak, rangkap empat yang merupakan bukti
perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pextéeserta surat ikrar
talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang nagafli tempat
tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai &ethn ketiga masing-
masing diberikan kepada suami istri dan helai kegngsimpan oleh

Pengadilan Agama.

Untuk cerai gugat, gugatan perceraian diajukan oédh atau
kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumeyilayahi
tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkampat kediaman
bersama tanpa izin suami. Dalam hal tergugat bedekediaman di luar
negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan godgatsebut kepada

tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia regtat.
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Gugatan perceraian karena alasan salah satu pibakggalkan
pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut gaigin pihak lain dan
tanpa alasan yang sah atau karena hal lain dikermampuannya, dapat
diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitungaksejergugat
meninggalkan rumah. Gugatan dapat diterima ap#didmgat menyatakan
atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kenabh kediaman

bersama.

Gugatan perceraian karena alasan antara suanteists-menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak letapan akan hidup
rukun lagi dalam rumah tangga, dapat diterima d@ablah cukup jelas
bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab p#r@elisdan
pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak lgduserta orang-orang

yang dekat dengan suami istri tersebut.

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapatmbok
penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih thareaka untuk
mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti pgaggeukup
menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang mekartuperkara
disertai keterangan yang menyatakan bahwa puttisaelah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap.

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas penaro
penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbandeaydagang mungkin

ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkanmsuatri tersebut
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untuk tidak tinggal dalam satu rumah. Selama bgdangnya gugatan
perceraian, atas permohonan penggugat atau tey@Rejagadilan Agama

dapat :

1) Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
2) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin teénpeanya
barangbarang yang menjadi hak bersama suamitatricmrang-barang

yang menjadi hak suami atau barang-barang yangaaiemgk istri.

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isanimggal
sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengegaiaguperceraian

itu.

Setiap kali diadakan sidang Pengadilan Agama yaemenksa
gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergatat, kuasa mereka
akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebutngBgan untuk
menghadiri sidang sebagaimana tersebut dilakukah pktugas yang
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. Panggilarardizaikan kepada
pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkuidak dapat
dijumpai, panggilan disampaikan melalui Lurah atgang sederajat.
Panggilan sebagai tersebut dilakukan dan disampaskaara patut dan
sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat &tmsa mereka
selambatlambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidangkdibBanggilan kepada

tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.
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Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atagugat tidak
mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilakukin dengan cara
menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Hangagama dan
mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat &t mass media
lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Penguemumelalui surat
kabar atau surat-surat kabar atau mass media terdiddkukan sebanyak
2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan anpEmgumuman

pertamadan kedua.

Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengamsigsergan
ditetapkan sekurang kurangnya 3 (tiga) bulan. Ddialrsudah dilakukan
dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gogditerima tanpa
hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu damak atau tidak
beralasan. Apabila tergugat berada dalam keada#&nimat kediaman di
luar negeri, panggilan disampaikan melalui perveakRepublik Indonesia

setempat.

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim
selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelahridisnya berkas atau
surat gugatan perceraian. Dalam menetapkan waktangi gugatan
perceraian perlu diperhatikan tentang waktu pemérggdan diterimanya
panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat kuasa mereka.
Apabila tergugat berada dalam keadaan salah shak pneninggalkan
pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut gaigin pihak lain dan

tanpa alasan yang sah atau karena hal lain dkermampuannya, sidang
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pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan seklkxaaggnya 6 (enam)
bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan pdeserapada

Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, ssamdatang
sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya. Dalamsbami atau istri
mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakimatlagemerintahkan

yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

Dalam pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim begusah
mendamaikan kedua belah pihak. Selama perkara kdijuntuskan usaha
mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang rpeaan. Apabila
terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugaterceraian baru
berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang adansgi®damaian dan
telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapaipgrdamaian.
Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan g@ugaperceraian

dilakukan dalam sidang tertutup.

Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan daldang
terbuka. Suatu perceraian dianggap terjadi besekibat-akibatnya
terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agansmgy telah

mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

. Akibat Hukum Perceraian

Sebagaimana dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Is{Kil)

bab XVII Pasal 149, maka akibat hukum yang terkadena perceraian itu
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menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan tak lewajiban

sebagai berikut:

Bila mana perkawinan putus karena talak maka bskasi wajib:

1. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrirpak berupa
uang atau benda, kecuali bekas istri tersgbbta al-dukhul

2. Memberi nafkalmaskandankiswahkepada bekas istri selama dalam
iddah, kecuali bekas istri telah dijatult@lak ba’in atau nusyusdan
dalam keadaan tidak hamil

3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnyasdaaroh apabila

gobla al-dukhul

4. Memberi biayahadlonahuntuk anak-anaknya yang belum mencapai

umur 21 tahui?

Dalam Pasal 41 UUP dijelaskan akibat putusnya mperim

karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihaaa thendidik
anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingga lalamana
ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anakdidangmemberi
putusan.

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya ibanan dan

pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bagelkm kenyataan

22 |bid, him. 69.
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tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadildapat
menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suamk amemberikan
biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatuikawdjagi bekas

istri.?3

Dalam Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam dijelaskahviza bekas
istri selama dalarddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan
dan tidak menikah dengan pria lain. Dan dua hal lang harus
diperhatikan kaitannya dengan akibat perceraiatu yantangddah bagi

wanita yang diceraikan dan masaketdlonah.

Bagi seorang istri yang putus perkawinannya benadigtu tunggu
atau iddah kecuali gobla al-dukhuldan perkawinannya putus bukan
karena kematian suaminya, dan waktu tunggu bagrasgo janda

ditentukan sebagai berikut:

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaumbia al-dukhul,
waktu tunggu ditetapkan 130 hari.

2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, wakbgdu bagi yang
masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengarusskg-kurangnya 90
hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari.

3. Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedanda tersebut

dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampkhirkan.

18.

% Tim PenyusunUndang-Undang Perkawinan di Indones&urabaya: Arkola, t.th, him.
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4. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedangajatersebut

dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampkihirkarf*

Kemudian akibat hukum kedua dan perceraian adalakalah

hadlonahdengan ketentuan sebagai berikut:

1. Anak yang belummumayyiz berhak mendapatkamadlonah dari
ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia.

2. Anak yang sudahmumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan
hadlonahdari ayah atau ibunya.

3. Semua biaydadlonahdan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah
menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya samp# t@msebut

dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 y&fun

Dan akibat lainnya dalam hal harta kekayaan dalamapvinan

dijelaskan dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukuamsyaitu:

1. Apabila terjadi cerai mati maka separuh harta leasanenjadi hak
pasangan yang hidup lebih lama.

2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atiayaist) istri atau
suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanyaskan matinya
yang hakiki atau matinya secara hukum atas dadasgmu pengadilan

agama.

** Depag RIKompilasi Hukum Islam, op.citJm. 70-71.
% Ibid, him. 72-73
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Dalam pasal 97 dijelaskan janda atau duda ceraiphidasing-
masing berhak seperdua dari harta bersama sepdigakglitentukan lain

dalam perjanjian perkawin&h.

Demikian akibat yang paling utama dari terjadinyarcpraian

antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga.

%% |bid, him. 50



